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Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Parate Eksekusi Atas 
Jaminan Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 
1999 dan Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008 adalah untuk menjawab 
pertanyaan:bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS 
Jabal Rahmah? Dan bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di 
UJKS Jabal Rahmah perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN 
No. 68 DSN-MUI/III/2008?  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif yang 
data penelitiannya dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 
pihak UJKS yaitu manager, kepala operasional dan nasabah yang barang jaminannya 
telah dieksekusi. Selanjutnya data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan metode 
analisis deskriptif.  
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pelaksanaan parate eksekusi 
dilakukan terhadap barang jaminan milik anggota tang dilakukan dalam beberapa 
tahap meliputi pemberian somasi, pemberian tenggang waktu 1 bulan, pendekatan 
kekeluargaan hingga pengambilan barang jaminan secara paksa. Dari pembahasan 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan 
fidusia di UJKS Jabal Rahmah dalam perspektif Fatwa DSN No.68 DSN-
MUI/III/2008 telah sesuai dengan ketentuan sedangkan berdasarkan Undang-Undang 
No. 42 Tahun 1999 parate eksekusi yang selama ini dilakukan belum memenuhi 
ketentuan karena dilakukan tanpa pendaftaran sehingga menghilangkan kewenangan 
yang diberikan undang-undang, dan dalam praktiknya selama ini pihak UJKS hanya 
melakukan eksekusi didasarkan pada perjanjian di bawah tangan. Hendaknya pihak 
UJKS Jabal Rahmah dalam pengikatan perjanjian juga melakukan pendaftaran untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan perlunya pengawasan 
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A. Latar Belakang Masalah  
 
Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang 
ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis Islam di 
berbagai daerah berdampak pada semakin banyaknya permasalahan dan 
sengketa yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. 
Istilah perekonomian syariah pada dasarnya hanya dikenal di 
Indonesia, sedangkan di Negara lain lebih dikenal sebagai (Islamic economy, 
al- iqtisa@d al-Islami). Secara garis besar dapat diartikan hukum ekonomi 
syariah ialah segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi 
berupa barang dan jasa yang didasarkan pada syariat Islam.
1
 
Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap lembaga 
keuangan berbasis Islam membuat potensi munculnya sengketa pada bidang 
ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan kontrak (perjanjian) yang 
dalam sistem ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad.  
Akad (al-‘aqdu)  merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian 
antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan 
perbuatan hukum tertentu yang didasarkan pada prinsip syariah. 
2
 
                                                             
1 Abdul Kadir, Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah  (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 219. 
2 Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah  (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5. 



































Dewasa ini kegiatan pemberian pembiayaan kepada masyarakat 
melalui lembaga keuangan Islam semakin berkembang dan menjadi pilihan, 
salah satunya ialah koperasi berbasis syariah. Koperasi didefinisikan sebagai 
suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang atau badan 
yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya.
3
 Sebagian ulama menjelaskan bahwa koperasi 
ialah sebuah persekutuan tolong menolong (shirkah ta’a>wuniyyah).4 Dapat 
diartikan koperasi adalah wadah untuk tolong menolong, saling kerjasama 
dan membantu sesama yang memang diajarkan dalam Alquran dan 
dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Allah berfirman:  
                         
 
Artinya:     ‚Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya‛(QS. Al-Maidah:2).5 
 
Dalam ayat tersebut menggambarkan keharusan sebagai sesama 
muslim untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan, hal ini pula yang 
dilaksanakan dalam sistem koperasi khususnya yang berbasis syariah. 
Koperasi selain bergerak Pada bidang produksi barang dan jasa juga dapat 
                                                             
3 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah (Jakarta: Pustaka Aulia Media, 2012), 22. 
4Idri, Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi) (Surabaya: UINSA Press, 2014), 132. 
5 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 
106. 







































Salah satu bentuk koperasi yang menjalankan usaha di bidang jasa 
keuangan syariah adalah UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). Yaitu unit 
koperasi yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan 
simpanan dengan pola bagi hasil. 
7
 Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 
UJKS adalah penyaluran dana yang dilakukan dengan memberikan 
pembiayaan pada anggota baik untuk investasi ataupun permodalan. 
Dalam penyaluran dananya UJKS juga memberikan pilihan berupa 
pembiayaan dengan berbagai akad, yang cukup mendominasi adalah 
penggunaan akad mura>bahah sebagai akad utama disertai dengan akad 
tambahan. Pihak UJKS sebagai kreditur akan membuat perjanjian pelengkap 
atau jaminan sebagai akad tambahan yang mengikat kedua belah pihak.
8
 
Pada perjanjian pembiayaan akan disertakan juga sebuah barang 
jaminan, dan dalam hukum Islam hal ini dikenal dengan istilah rahn tasji<ly 
yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan 
(marhu>n) tetap berada dalam kekuasaan pemiliknya dan hanya bukti 
kepemilikan yang diserahkan pada murtahin.9 Dalam Islam juga telah banyak 
                                                             
6Ibid., 27. 
7
Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 
131. 
8Ibid., 145. 
9  Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer( Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 198. 



































dicontohkan bagaimana Rasulullah memberikan sebuah jaminan atas perkara 
muamalah yang di hadapinya.Firman Allah Swt: 
                  ... 
Artinya:‚... Maka , jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya..‛(QS. al-Baqarah:283)10 
 
Dari kegiatan penyediaan pembiayaan yang dilakukan maka anggota 
yang diberikan dana wajib melunasi kewajiban berupa pembayaran pokok 
dana yang diberikan sesuai akad yang digunakan. Untuk melaksanakan 
pemberian pembiayaan maka setiap anggota akan terikat dengan kontrak 
yang akan menimbulkan sebuah perikatan antara kedua belah pihak.  
 Perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum di bidang 
kekayaan bagi dua orang atau lebih, dimana satu pihak sebagai debitur yang 
wajib melakukan prestasi dan pihak lain sebagai kreditur yang berhak atas 
prestasi tersebut.
11
 Dan untuk mengurangi resiko dan juga memberikan 
jaminan kepada pihak UJKS selaku pemberi dana, maka setiap perjanjian 
pembiayaan dilakukan dengan menggunakan jaminan fidusia.  
Fidusia diambil dari kata fiduciair ataufides yang artinya kepercayaan 
dan menurut undang-undang dinyatakan bahwa ‚fidusia adalah pengalihan 
                                                             
10Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 
49. 
11
Agus Yudha Hernoko,  Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak komersial (Jakarta: 
Kencana, 2010), 13. 



































hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda‛. Penggunaan kontrak dengan menggunakan 
jaminan fidusia lumrah dilakukan dikarenakan kreditur dapat melakukan 




Eksekusi secara langsung tanpa pengesahan pengadilan dikenal 
dengan istilah (Parate Eksekusi) yaitu kewenangan yang dimiliki kreditur 
untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya 
sendiri apabila debitur cedera janji.
13
 
Dalam hukum Indonesia telah diatur bahwa parate eksekusi dapat 
dilakukan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini untuk mengehindari kesewenangan 
dari kreditur ataupun cedera janji yang dilakukan debitur sehingga dapat 
merugikan kedua belah pihak.
14
 
Yang menjadi perhatian ialah saat ini banyak lembaga keuangan yang 
memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan 
fidusia namun dalam pelaksanannya tidak melakukan prosedur yang diatur 
                                                             
12







































undang–undang terlebih dalam proses eksekusi, sehingga kontrak yang dibuat 
dapat menimbulkan akibat hukum yang beresiko.  
Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak, kreditur 
yang melaksanakan eksekusi dapat dianggap melakukan kesewenang-
wenangan dalam pelaksanaan eksekusi serta debitur yang tidak melakukan 
prestasi sebagaimana mestinya akan mempersulit proses eksekusi atas barang 
jaminan. 
Sangat banyak ditemui kreditur khususnya lembaga seperti koperasi 
atau bank berbasis syariah yang melakukan remedial/ rof coll (eksekusi 
barang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan) tanpa diikuti perjanjian di 
bawah tangan terhadap jaminan. Hal ini bisa menjadi permasalahan ditambah 
dengan lemahnya daya tawar anggota terhadap kreditur dan pengetahuan 
hukum yang masih rendah. 
15
 
Dalam proses eksekusi atas barang jaminan pada dasarnya akan 
dilakukan sesuai dengan klausul perjanjian pembiayaan, dimana didalamnya 
terdapat aturan yang mengikat bagi kreditur ataupun debitur apabila terjadi 
pembiayaan bermasalah dan harus dilaksanakan prosedur eksekusi.  
Bagi pihak kreditur yang melakukan perjanjian menggunakan jaminan 
fidusia dapat melakukan eksekusi dengan dua cara yaitu dengan proses lelang 
                                                             
15
M Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), 195. 
 



































ataupun penjualan di bawah tangan. Dalam proses pelelangan umum diatur 
dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang menerangkan 
bahwa penjualan dengan proses lelang dapat dilakukan apabila pihak debitur 
dalam keadaan cedera janji (event of default)  dan secara rinci diatur dalam 
kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pada penjualan dengan sistem lelang 
kreditur dapat langsung menjual  objek jaminan fidusia dengan syarat bahwa 
penjualan harus melalui pelelangan umum oleh kantor lelang disertai dengan 
pendaftaran jaminan fidusia. 
Sedangkan dalam proses eksekusi dengan penjualan di bawah tangan 
dapat dilakukan dengan cara yang telah di terangkan dalam Pasal 29 ayat (1) 
huruf c jo. Ayat (2) yaitu harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah 
pihak. Dan harus didahului dengan memberikan surat peringatan apabila 
terjadi macet dalam pelunasan serta pelaksanaan penjualan dapat dilakukan 




Proses eksekusi atas jaminan fidusia akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang tentang jaminan fidusia  mulai dari surat 
peringatan sebelum eksekusi dilakukan, serta adanya penjualan di bawah 
tangan ataupun dengan proses lelang.
17
 
                                                             
16Ibid.,214. 
17
Salim, Pengantar Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 126. 



































Dengan adanya parate eksekusi (kewenangan melaksanakan eksekusi 
secara langsung) akan memberikan peluang terjadinya proses eksekusi yang 
tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam maka hal ini menjadi 
masalah yang cukup penting untuk dikaji. Karena erat kaitannya dengan 
permasalahan masyarakat khususnya umat muslim sebagai pengguna 
lembaga keuangan berbasis syariah dan lembaga keuangan yang menerapkan 
sistem syariah, karena dapat menimbulkan mudarat dan tentu saja kerugian 
bagi kedua belah pihak. 
 Berdasarkan permasalahan tersebut,  penulis akan mengkaji masalah 
dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul 
‚Parate Eksekusi Atas Jaminan  Fidusia di UJKS Jabal Rahmah Perspektif  
Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No. 68 DSN –
MUI/III/2008 ‛.         
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah  
1. Pembiayaan dengan jaminan fidusia pada UJKS Jabal Rahmah. 
2. Objek yang dijadikan jaminan fidusia pada UJKS Jabal Rahmah. 
3. Klausul perjanjian pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia. 
4. Parate ekseskusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah.  
5. Parate eksekusi dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. 
6. Rahn tasji>ly menurut Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008. 



































7. Pelaksanaan parate eksekusi menurut Undang-Undang No.42 Tahun 
1999. 
8. Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan menurut Fatwa DSN No. 
68/DSN-MUI/III/2008. 
 
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu 
menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fiducia di UJKS Jabal Rahmah.  
2. Pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah 
dalam Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No. 
68/DSN-MUI/III/2008. 
 
C. Rumusan Masalah  
Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian, yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS 
Jabal Rahmah? 
2. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS 
Jabal Rahmah dalam perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan 
Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008? 






































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
18
 
Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan 
skripsi ini. Sedangkan terdapat beberapa yang mengkaji pemberian jaminan 
fidusia, diantaranya:  
1. Skripsi yang di tulis oleh ‚ Dwi Riyanti Kastrini‛  dengan judul ‚Jaminan 
Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Mura>bahah  Masalah di Bank 
Bukopin Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam‛. Dalam 
penelitian ini membahas mengenai penggunaan jaminan fidusia bagi 
pihak bank untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Dalam 
skripsi tersebut dinyatakan bahwa  penggunaan jaminan fidusia sebagai 
upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbolehkan dalam Hukum 
Islam.  Dalam penjabaran skripsi ini difokuskan pada pembahasan 
                                                             
18 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 
Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8. 



































mengenai penggunaan jaminan fidusia sebagai upaya pencegahan bagi 
pembiayaan yang bermasalah sehingga dalam pemberian kontrak 
pembiayaan ditambahkan dengan perjanjian fidusia sebagai pengikat 
anggota, sedangkan pada skripsi yang akan penulis bahas lebih mengacu 
pada proses eksekusi dari jaminan fidusia bagi pembiayaan bermasalah 




2. Skripsi yang di tulis oleh ‚ Puji Ayu Lestari‛ dengan judul ‚Analisis Sadd 
Az-Zariah terhadap Penerapan Jaminan Fidusia Tidak Bersertifikat Pada 
Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo‛. Dalam 
skripsi ini menjabarkan tentang pandangan Sadd Az-zahriah dalam 
istinbat Hukum Islam mengenai sesuatu yang dijaminkan dan dikaitkan 
dengan praktik perjanjian menggunakan jaminan fidusia yang tidak 
bersertifikat. Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan utama ialah 
penggunaan jaminan fidusia yang tidak bersertifikat dalam perjanjian dan 
disimpulkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dapat 
menimbulkan mudarat bagi pihak kreditur. Dalam skripsi ini pembahasan 
difokuskan pada legalitas penggunaan jaminan fidusia yang tidak 
                                                             
19
Dwi Riyanti Kastrini, ‚Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Mura>bahah Masalah di 
Bukopin Syariah Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam‛ (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, 2009).  



































memiliki sertifikat dengan mengacu pada pendapat Sadd Az-Zariah dan 
sudut pandang tersebut berbeda dengan apa yang akan penulis bahas. 
20
 
3. Skripsi yang ditulis oleh ‚ Triana Aprillia Rois‛ dengan judul ‚Efektivitas 
Penanganan Pembiayaan Macet dan Eksekusi Jaminan Produk KPR Akad 
Mura>bahah di BNI Syariah KCP Mojokerto‛. Penelitian ini 
mengkhususkan kajiannya pada analisis pelaksanaan penanganan biaya 
macet yang terjadi, dan alternatif yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah 
KCP Mojokerto. Dalam skripsi ini dijabarkan mengenai alternatif yang 
dilakukan mulai dari penagihan intensif, restrukturisasi hingga penjualan 
terhadap agunan. Dan penanganan yang di lakukan oleh pihak bank 
dinyatakan telah efektif ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 47/ DSN-
MUI/II/2005. Dalam skripsi ini dipaparkan mengenai efektivitas 
penanganan pembiayaan macet dengan penggunaan jaminan fidusia, 
sehingga banyak menggunakan penelitian perbandingan dan juga 
pengaruh dari adanya sebuah jaminan fidusia itu sendiri tanpa membahas 
proses eksekusi apabila terjadi pembiayaan macet.
21
 
4. Skripsi yang ditulis oleh ‚Shinta Adriyani‛ dengan judul ‚Pelaksanaan 
Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang .Penelitian 
                                                             
20 Puji Ayu Lestari, ‚Analisis Sadd Azzariah Terhadap Penerapan Jaminan Fidusia Tidak Bersertifikat 
Pada Produk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo‛ (Skripsi-- Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).   
21
Triana Aprilia Rois, ‚ Efektivitas Penanganan Pembiayaan Macet dan Eksekusi Jaminan Produk 
KPR Akad Mura>bahah di BNI Syariah KCP Mojokerto ‚ (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, 2015). 



































ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan pelaksanaan 
eksekusi yang dilakukan oleh pihak penggadaian dengan mengacu pada 
Pasal 29 Undang-udang No.42 Tahun 1999. Dan dari hasil penelitian 
yang dilakukan diketahui bahwa pihak pegadaian dalam menangani 
debitur yang cedera janji akan melakukan pendekatan secara persuasif 
terlebih dahulu. Kemudian dalam hal pelaksanaan eksekusi menggunakan 
pelaksaan dengan cara penjualan di bawah tangan, dimana akan 
didasarkan pada kesepakatan pihak. Dalam hal pelaksanaan eksekusi 
dengan menggunakan sistem penjualan di bawah tangan dijelaskan bahwa 
hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum di 
Indonesia. Secara keseluruhan skripsi ini membahas mengenai proses 
eksekusi jaminan fidusia namun fokus pembahasannya lebih ditekankan 
pada satu Pasal yang terdapat pada Undang-Undang No.42 Tahun 1999 
sedangkan dalam skripsi yang akan penulis buat mengacu pada analisis 
pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia yang didasarkan tidak 
hanya dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tetapi juga berdasarkan 
Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008.
22
 
5. Skripsi yang ditulis oleh ‚Solihin Makruf‚ dengan judul ‚Eksekusi 
Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau dari 
Hukum Islam‛ dalam skripsi ini yang ingin dijabarkan ialah eksekusi 
                                                             
22Shinta Adriyani, ‚Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota 
Semarang‛(Skripsi--Universitas Diponegoro, 2007). 



































yang dilakukan atas barang jaminan dalam perspektif Hukum Islam. Dari 
pemaparan penulis diketahui bahwa pihak Bank melaksanakan transaksi 
sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak ditemui kesalahan yang 
bertentangan dengan prinsip Islam. Akan tetapi dalam proses pemberian 
pembiayaan ditemukan transaksi yang menggunakan akad yang salah. 
Adapun terkait dengan proses eksekusi dilaksanakan apabila pihak 
debitur tidak bisa diajak untuk bernegosiasi lagi dan pihak bank sebelum 
melakukan eksekusi akan melaksakan upaya lain dan dalam pandangan 
Hukum Islam disimpulkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. 
Pembahasan skripsi ini hanya berfokus pada sudut pandang berupa 
Hukum Islam untuk melakukan analisis dan tidak menggunakan Undang-
Undang No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.
23
 
Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa skripsi pada 
kajian pustaka memiliki sudut pandang pembahasan yang berbeda dengan 
apa yang akan penulis jabarkan. Karena fokus dari pembahasan yang akan 
penulis jabarkan  ialah pada pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan 
fidusia dalam perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan juga 
Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. 
 
 
                                                             
23Solihan Makruf, ‛Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang diTinjau Dari 
Hukum Islam‛( Skripsi-- Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2011). 




































E. Tujuan Penelitian 
Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal 
Rahmah. 
2. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal 
Rahmah dalam perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Fatwa 
DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang 
diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para 
pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri. Adapun harapan kegunaan 
penelitian ini yaitu: 
1. Secara teoritis 
Dapat menjadi sumbangsih informasi dan keilmuan dalam 
bermuamalah, terutama mengenai pelaksanaan eksekusi dari jaminan 
fidusia yang sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 dan Fatwa 
DSN No.68 DSN-MUI/III/2008.  



































2. Secara praktis, sebagai masukan dan memberi kontribusi pemikiran bagi 
pihak UJKS Jabal Rahmah,  untuk melaksanakan eksekusi jaminan sesuai 
dengan Undang-Undang dan juga Hukum Islam. 
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada 
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam 
Fakultas Syariah dan Hukum. 
 
G. Definisi Operasional  
Dari judul yang telah dipaparkan maka perlunya penulis 
mendefinisikan judul tersebut agar mudah di pahami secara jelas. Definisi 
operasional dari judul di atas adalah sebagai berikut: 
             Parate Eksekusi                       : Adalah hak yang dimiliki kreditur untuk 
melakukan eksekusi atas jaminan fidusia 
tanpa membutuhkan titel eksekutorial 
pengadilan. 
            Jaminan Fidusia  : Adalah jaminan atas benda bergerak 
dengan cara menyerahkan bukti 
kepemilikan sedangkan penguasaan tetap 
dimiliki pemilik jaminan. 
 



































Undang-Undang No. 42 Tahun 1999   : Adalah Undang-Undang yangmengatur 
tentang setiap perjanjian yang bertujuan 
untuk membebani suatu benda dengan 
jaminan fidusia. 
Fatwa DSN No. 68 DSN-MUI /III/2008 : Adalah fatwa untuk penyelesaian utang 
piutang dengan menggunakan barang 
jaminan dengan ketentuan barang tersebut 
masih dikuasai dan digunakan pemiliknya 
serta mengatur proses eksekusi apabila 
terjadi wanprestasi. 
 
H. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada 
pembiayaan bermasalah di UJKS Jabal Rahmah. Agar penulisan skripsi ini 
dapat tersusun dengan benar, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Data yang Dikumpulkan 
a. Data tentang objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia, isi perjanjian 
pembiayaan dengan jaminan fidusia, proses eksekusi jaminan fidusia 



































pada pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak UJKS Jabal 
Rahmah. 
b. Data tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi atas barang jaminan 
milik anggota. 
c. Data tentang ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 1999 
dan Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008 terkait pelaksanaan eksekusi 
atas jaminan fidusia. 
2. Sumber Data 
a. Sumber primer  
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai 
sumber informasi yang dicari.
24
 Sumber dan orang-orang yang 
memberikan keterangan tentang sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan eksekusi di UJKS Jabal Rahmah: 
1) Pihak UJKS Jabal Rahmah sebagai pembuat perjanjian pembiayaan 
dengan jaminan fidusia yaitu : 
a) Muhammad Zaki selaku Manager  
b) Maya Septi selaku Kepala Operasional  
c) Ainur Rofiq selaku Account Officer 
2) Anggota UJKS Jabal Rahmah yang terkena eksekusi jaminan. 
                                                             
24 Saifuddin Azwar, Metodologi  Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar, 2003), 91. 



































b. Sumber sekunder  
Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan 
peraturan perundang-undangan.
25
 Data tersebut meliputi: 
1) Rahmat Syafe’I, Fiqih Muamalah. 
2) Burhanuddin, Koperasi Syariah. 
3) Fatmah, Kontrak Bisnis Syariah. 
4) Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan. 
5) Agus Yuda Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas. 
6) M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang 
Perdata . 
7) Sayyid Sabiq,  Fiqh Sunnah jilid 4 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa 
teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis 
                                                             
25Zainuddin Ali, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: Sinar  Grafika, 2003), 106. 



































untuk kemudian dilakukan pencatatan.
26
Kegiatan yang dilakukan 
meliputi pengamatan terhadap aktivitas UJKS Jabal Rahmah dalam 
memberikan pembiayaan dan juga dalam proses eksekusi atas barang 
jaminan apabila terjadi wanprestasi. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk 
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 
pertanyaan-pertanyaan kepada responden.
27
 Antara lain dengan pihak 
UJKS Jabal Rahmah dalam hal ini kepala operasional dan manager 
serta anggota yang jaminannya telah dieksekusi. Dengan ini penulis 
menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara 
pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan 
wawancara yang ditetapkan.  
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil 
penelitian.
28
 Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data melalui 
                                                             
26Ibid., 63. 







































dokumen atau catatan yang berkaitan dengan isi perjanjian dengan 
menggunakaan jaminan fidusia. 
4. Teknik Pengolahan Data 
a. Editing 
Editing adalah teknik untuk memeriksa kembali data-data yang 
telah ditemukan dalam peroses penelitian. Baik dengan wawancara, 
dokumen terkait, dokumentasi dan juga studi pustaka.
29 
b. Analyzing 
Analyzing adalah mengadakan penggalian terhadap data-data 
yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data 
tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.
30Analyzing dilakukan untuk 
mengetahui kesesuaian hukum antara data yang didapat dari 
narasumber tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang terjadi  
dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN No.68 
DSN-MUI/III/2008. 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis oleh penulis 
dengan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
memberikan gambaran pelaksanaan parateeksekusi atas jaminan fidusia di 
UJKS Jabal Rahmah kemudian akan dilakukan analisis dengan acuan  
                                                             
29Ibid., 112. 
30 Abuzar Asra, Metode Penlitian Survei  (Bogor: In  Media, 2014), 171. 



































ketentuan parate eksekusi di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 
dan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUIII/2008  terkait eksekusi atas barang 
jaminan. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan 
skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi 
penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun 
dalam lima bab sebagai berikut: 
Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, teknik 
analisis data dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka 
pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta dalam upaya 
menemukan masalah secara sistematis. 
Bab kedua, membahas tentang jaminan fidusia serta pelaksanaan 
parate eksekusi atas barang jaminan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 
1999 dan Fatwa DSN No.68 DSN-MUI/III/2008. 
Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian 
dan juga pelaksanaan parate eksekusi atas barang jaminan pada pembiayaan 
bermasalah di UJKS Jabal Rahmah.  



































Bab keempat, merupakan inti dari penulisan skripsi ini, yaitu berisi 
tentang analisis terhadap pelaksanaan parate eksekusi di UJKS Jabal Rahmah 
dalam perspektif UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa 
DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. 
Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian 
yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif 
bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya. 
 
 



































UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA 
DAN  FATWA DSN NO. 68 DSN –MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJI>>>>LY 
 
A.  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
1. Pengertian Jaminan Fidusia 
Fidusia berasal dari bahasa belanda fiducie, sedangkan dalam 
bahasa inggris disebut fiduciary transfer of ownership yang bermakna 
kepercayaan, dengan memberikan sebuah jaminan atas utang tanpa 
memindahkan kepemilikan Sebagai suatu istilah fidusia dapat diartikan 
dari dua sudut pandang yaitu kata benda yang berarti seseorang yang 
diberi amanah, dengan itikad baik, penuh ketelitian dan bersikap hati-hati. 
Sedangkan dalam kata sifat fidusia berhubungan dengan kepercayaan.
1
 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 
tentang jaminan fidusia mengartikan bahwa‚fidusia adalah pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda‛.2 
Pengakuan terhadap fidusia pertama kali ditandai dengan lahirnya 
Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, dalam undang-
undang tersebut mulai terdapat pembahasan terkait fidusia walaupun 
                                                             
1Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hukum yang didambakan (Bandung: 
Alumni, 2014), 40. 
2 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 



































belum menyeluruh, namun karena pengaturannya dirasa kurang memadai 
jika dibandingkan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat akhirnya lahir Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang 
membahas secara khusus mengenai jaminan fidusia, dengan begitu segala 




Dari beberapa pengertiaan mengenai jaminan fidusia dapat 
disimpulkan  beberapa prinsip utama yaitu: 
a. Bahwa kreditur hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan bukti 
kepemilikan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 
b. Kreditur berhak untuk mengeksekusi barang jaminan jika ada 
wanprestasi dari pihak debitur.  
c. Apabila hutang sudah dilunasi maka jaminan harus dikembalikan pada 
pihak debitur. 
d.  Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah 






                                                             
3 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 
2001), 64. 
4 Fuady Munir, Jaminan Fidusia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 45.  




































2. Objek Jaminan Perjanjian Fidusia  
Barang yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia 
adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani 
dengan hak tanggungan.
5
Ketentuan  Pasal 1 ayat (2) menyatakan : 
‚Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 
yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani dengan hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam kekuasaan 
pemberi fidusia sebagai agunan dalam pelunasan utang tertentu‛.6 
 
Seperti yang telah disebutkan objek jaminan fidusia dalam 
perjanjian pembiayaan merupakan benda yang dapat dimiliki dan 
dialihkan, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun 
tidak serta yang telah didaftarkan maupun yang belum didaftarkan dan 
nantinya benda yang  dijaminkan akan diserahkan bukti kepemilikannya 
kepada kreditur untuk dibebankan sebagai jaminan atas utang yang timbul 
dari pembiayaan yang diberikan.
7
 
Jaminan fidusia sesungguhnya adalah akad accessoir (tambahan) 
dari perjanjian pokok yang pada umumnya berupa akad pembiayaan, 
                                                             
5Ibid.,134.  
6Pasal 1 Ayat(2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata dan Hukum Benda  (Yogyakarta: Liberty, 1989), 
69. 



































fungsinya sebagai jaminan maka pengalihan hak milik yang dijaminkan 
hanya sah manakala debitur cedera janji.
8
 
Objek yang seringkali dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia 
adalah kendaraan bermotor, dikarenakan apabila terjadi eksekusi dan harus 
melaksanakan pelelangan atau penjualan kendaraan dianggap lebih mudah 
terjual sehingga proses pelunasan utang menjadi lebih cepat. 
9
 
Untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
yang melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan benda bergerak  yaitu 
kendaraan bermotor, maka pada tanggal 7 Agustus 2012 terbit Peraturan 
Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Jaminan 
Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan 
konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.  
Dalam peraturan tersebut mewajibkan bagi perusahaan 
pembiayaan untuk melakukan pendaftaran atas jaminan fidusia, hal ini 
berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan: 
a. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip 
syariah. 
b. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang berasal dari 
pembiayaan bersama (joint financing). 
                                                             
8 D.Y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen  (Bandung: Mandar 
Maju, 2015), 114.  
9Ibid., 123. 



































Kewajiban perusahaan untuk melakukan pendaftaran jaminan 
fidusia merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dan bagi 
perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi 
secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan 




3.  Pendaftaran Barang Jaminan Fidusia  
Undang-Undang atas jaminan fidusia mengamanatkan kewajiban 
pendaftaran jaminan fidusia yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu 
‚benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan‛.11 
Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa jaminan fidusia harus 
memenuhi asas publisitas dengan cara didaftarkan secara resmi.
12
 
Asas publitas yang dimaksud ialah setiap perjanjian dengan 
pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan secara terbuka dan tegas, 
tidak dilakukan secara tersembunyi dan wajib didaftarkan. Dengan adanya 
pendaftaran maka akan melahirkan hak kebendaan, sehingga kreditur 




                                                             
10 Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012. 
11Pasal 11 Ayat(1) Undang-Undang No.42 tentang Jaminan Fidusia. 
12Ibid.,165. 
13Ibid.,174. 



































Pendaftaran jaminan dilakukan untuk memberikan perlindungan 
hukum bagi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur serta harus 
didaftarkan paling lama 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian 
konsumen itu ditandatangani oleh kedua belah pihak.
14
 
Tata cara pendaftaran jaminan fidusia  diatur dalam Pasal 13 Ayat 
(1) dan (2) yaitu: 
a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh para penerima 
fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan 
pendaftaran jaminan fidusia. 
b. Pernyataan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) 
memuat: 
1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. 
2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan kedudukan notaris. 
3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. 
4) Uraian benda yang menjadi objek jaminan.  
5) Nilai penjaminan. 
6) Nilai objek yang dijaminkan. 15 
 Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
melalui kantor pendaftaran fidusia oleh penerima fidusia dengan 
melampirkan pernyataan jaminan fidusia. 
                                                             
14
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan N0. 130/PMK.010/2012. 
15Pasal 13 Ayat(1) dan (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 



































Apabila kelengkapan pendaftaran telah dipenuhi, pejabat 
mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia pada tanggal 
yang sama dengan permohonan diajukan, penerbitan dan pemberian 
sertifikat atas jaminan fidusia juga dilakukan pada hari yang sama. Sesuai 
dengan Pasal 15 ayat (1) maka, dalam sertifikat akan tertulis ‚DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA‛ 
titel tersebut merupakan simbol bahwa suatu dokumen atau naskah 
tersebut memiliki kekuatan hukum.  
Dengan adanya keterangan tersebut maka sertifikat mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan apabila 
debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 





4. Parate Eksekusi atas Jaminan Fidusia  
Parate eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel 
eksekutorial dan tidak memerlukan perantara pengadilan, tidak 
membutuhkan perantara juru sita dalam penyitaan sehingga dapat 
dikatakan bahwa kreditur melaksaakan penjualan atas kekuasaannya 
                                                             
16Evi Ariyani, Hukum Perjanjian(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 56. 



































sendiri (eigenmachtig verkoop).17pelaksanaan parate eksekusi biasa 
dilakukan terhadap perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia. 
Pelaksanaan parate eksekusi dapat dilakukan apabila debitur 
cedera janji (wanprestasi). Sebaliknya apabila debitur melaksanakan 
prestasi yang telah disepakati dalam akad, maka status benda jaminan 
tidak dapat diganggu gugat. 
18
 
Untuk mengetahui apakah debitur telah dikatakan lalai dapat 
diketahui dari bunyi ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam akad. 
Apabila batas pemenuhan prestasi telah ditetapkan tanggal dan bulan 
serta tahunnya, maka dengan terlewatinya batas tersebut, debitur telah 
dinyatakan melakukan cedera janji. 
19
 
Apabila perjanjian pembiayaan yang dilakukan dalam akadnya 
tidak mencantumkan mengenai tenggang waktu yang jelas dalam 
pemenuhan prestasi maka kreditur harus memberikan surat peringatan 
atas kelalaian, surat peringatan tersebut dikenal dengan istilah somasi. 
Dalam istilah hukum somasi adalah teguran atau peringatan atas 
kelalaian seseorang dalam hal adanya utang piutang atau perjanjian agar 
                                                             
17 M. Bahsan, Hukum Jaminan atas Jaminan Kredit(Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 212. 
18Ibid., 124. 
19 Satrio, Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1993), 117. 







































Dalam proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku 
dan apabila cara yang digunakan bertentangan dengan Pasal 29 Undang-
Undang atas Jaminan Fidusia, maka eksekusi dapat dinyatakan batal 
demi hukum.
21
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan 
Fidusia, apabila debitur melakukan cedera janji (wanprestasi). Terdapat 
tiga cara dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, yaitu : 
1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. 
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan kreditur 
melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan. 
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat 
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.  
 Dari penjabaran Pasal tersebut diketahui bahwa kreditur 
mempunyai 2 cara yang di perbolehkan Undang-Undang untuk 
melakukan parate ekseskusi atas objek jaminan fidusia tanpa adanya titel 
eksekutorial, yaitu: 
                                                             
20 Yan Pramadya Putra Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), 82. 
21Ibid., 122. 



































a. Parate eksekusi atas jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri  
 Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang atas 
jaminan fidusia ditentukan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi 
jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri (parate eksekusi). Menurut J. 
Satrio, sesungguhnya parate eksekusi didasarkan pada kuasa mutlak 
yang diberikan oleh debitur (pemberi jaminan) kepada kreditur 
(penerima jaminan) secara mandat lewat akad perjanjian.
22
yang 
dimaksud dengan kekuasaan sendiri ialah dalam prosesnya tidak 
memerlukan bantuan pengadilan, melainkan dapat dilaksanakn sendiri 
oleh pihak penerima fidusia.
23
 
b. Parate eksekusi atas jaminan fidusia dengan penjualan di bawah 
tangan 
 Dalam pelaksanaan parate eksekusi, salah satu jalan yang 
dapat dilakukan adalah dengan melalui penjualan di bawah tangan. 
Penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia memiliki beberapa 
persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c 
dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 
jaminan fidusia. Pemberian syarat ini dilakukan untuk menjaga agar 
kreditur penerima fidusia tidak seenaknya melakukan penjualan di 
                                                             
22 Hadisoeprapto, ‚ Hukum jaminan‛, Jaminan Kebendaan, BukuI  ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1997),87. 
23Ibid., 105. 



































bawah tangan, adapun syarat-syarat untuk melakukan penjualan di 
bawah tangan, ialah: 
1) Adanya kesepakatan antar kedua pelah pihak  
Penjualan di bawah tangan terhadap jaminan fidusia dapat 
dilakukan apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dalam 
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 disebutkan dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf c menyebutkan‛… jika dengan cara demikian dapat 
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak‛24 
dapat diartikan bahwa penjualan dibawah tangan ini dilakukan 
salah satunya adalah untuk kepentingan harga penjualan, 
selanjutnya adalah kepentingan prosedur penjulan dikarenakan 
prosesnya yang tidak berbelit-belit dan biaya yang tidak begitu 
banyak. 
2) Dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan 
tertulis 
Pelaksanaan penjualan dalam proses eksekusi sesuai 
dengan ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 
1999 tentang jaminan fidusia menyebutkan bahwa penjualan di 
bawah tangan harus dilakukan dengan memberitahukan dua belah 
pihak yang berkepentingan yaitu kreditur dan debitur. 
                                                             
24
Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 



































 Pemberitahuan atas eksekusi dengan penjualan di bawah 
tangan sesuai ketentuan undang-undang wajib diberitahukan 
secara tertulis, yang dimaksud dalam undang-undang tersebut 
adalah pemberitahuan tentang maksud atau kehendak untuk 
dilakukan penjualan di bawah tangan. adapun batas waktu 1 
bulan diberikan oleh pembentuk undang-undang untuk 
memberikan kesempatan bagi kreditur dan debitur mencari 
penawaran dari pembeli dan jika dalam 1 bulan itu ternyata pihak 
debitur berkehendak untuk membayar hutangnya maka penjualan 
di bawah tangan tidak perlu dilakukan. 
25
 
                  Jika dalam proses eksekusi debitur tidak menyerahkan objek jaminan 
dengan sukarela, maka kreditur dapat meminta bantuan pihak yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan yang diberikan undang-undang. Pihak 
kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dapat meminta bantuan kepada 
pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam proses pengambilan objek yang 
dijaminkan.  
        Adapun prosedur untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian 
diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang bantuan dan pengamanan eksekusi jaminan 
fidusia, yaitu:  
                                                             
25Ibid., 67. 



































a. Permohonan eksekusi atau pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis 
oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya pada Kapolda atau 
Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan ( Pasal 7 ayat 1 ). 
b. Dalam permohonan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 
diajukan dengan melampirkan: 
a) Salinan akta jaminan fidusia.  
b) Salinan sertifikat jaminan fidusia. 
c) Surat peringatan pada debitur untuk memenuhi kewajibannya. 
d) Identitas pelaksana eksekusi serta.  
e) Surat tugas pelaksanaan eksekusi ( Pasal 8 ayat 1 )  
Pada prinsipnya proses eksekusi yang dilakukan tetap dilakukan oleh 
pihak pemegang jaminan yaitu kreditur, sedangkan pihak kepolisian akan 
melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap proses eksekusi. Apabila 
pelaksanaan eksekusi berjalan lancar maka pihak kepolisian hanya akan 
bertindak pasif, adapun bila terjadi perlawanan maka pihak polisi dapat 
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Ibid,. 216.  



































B. FatwaDSN No. 68 DSN –MUI/III/2008 tentang Rahn Tasji>ly 
1. Pengertian Rahn Tasji>ly  
Rahn Tasji>ly dalam fatwa DSN MUI/III/2008 dijabarkan sebagai 
jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut 
(marhu>n) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) ra>hin dan bukti 
kepemilikannya diserahkan pada murtahin.
27
 
 Secara bahasa rahn  disebut juga dengan al-habsu  yang artinya 
menahan dan menurut syariat Islam berarti menjadikan barang yang 
memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang.
28
 Menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rahn adalah penguasaan barang milik 
peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
29
 Sedangkan dalam 
pandangan Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu 
barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai 
menurut pandangan syara sebagai tanggungan marhu>n bih, sehingga dengan 
adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
30
 
 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa rahn adalah menahan barang jaminan milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang 
dijaminkan haruslah memiliki nilai ekonomis. Dari hal tersebut akan 
                                                             
27 Fatwa DSN No. 68 DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. 
28 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 4  (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 624.  
29 Pasal 20 angka (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
30 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai (Bandung: Al-Maarif, 
1983), 78. 



































tampak bahwa menjaminkan barang dalam akad perjanjian berfungsi untuk 
memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan, oleh karena itu 
dalam akad perjanjian pembiayaan yang marak dilakukan oleh lembaga 
keuangan syariah barang jaminan tersebut dikenal dengan istilah rahn 
tasji>ly. 
Sudarsono menjelaskan bahwa rahn dibagi menjadi dua, yaitu rahn 
takmini (benda tetap) dan rahn tasji>ly (benda bergerak), keduanya 
merupakan bentuk akad yang hanya menjaminkan bukti hak kepemilikan 
sedangkan bendanya masih dalam penguasaan pemberi jaminan. 
31
 
 Adapun bentuk jaminan yang dimaksud dalam rahn tasji>ly  selaras 
dengan pengertian fidusia yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomer 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: ‚fidusia adalah pengalihan 
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 
penguasaan pemilik benda‛. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa 
rahn tasji>ly dalam fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 adalah untuk 
memberikan kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syariah. 
Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai pelaksanaan rahn tasji>ly dalam 
pembiayaan, yaitu: 
                                                             
31 Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2 (Yogyakarta:  Ekonisa, 2004), 111. 



































a. Pemberi jaminan (ra>hin) menyerahkan bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat barang yang yang dijadikan jaminan kepada penerima jaminan 
(murtahin). 
b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau 
sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke penerima 
jaminan (murtahin). 
c. Pemberi jaminan (ra>hin) memberikan wewenang kepada penerima 
jaminan (murtahin) untuk melakukan penjualan benda jaminan (marhu>n) 
baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain secara prinsip syariah 
apabila terjadi wanprestasi. 
d. Pemanfaatan barang (marhu>n) oleh pemberi jaminan (ra>hin) harus dalam 
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Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Jakarta: Kencana, 2017),76. 



































2. Dasar Hukum  
   Hukum Islam tentang diperbolehkannya rahn berdasarkan dalil 
Alquran, sunnah dan ijma: 
a. Berdasarkan Ayat Alqur’an 
 َنُِتُْؤا يِذَّلا ِّدَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْمُكُضْع َب َنَِمأ ْنِإَف ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدَِتَ َْلَو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو
  ٌميِلَع َنوُلَمْع َت َابِ ُهَّللاَو ُهُبْل َق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت َلاَو ُهََّبر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُهَت َناََمأ
ةرقبلا﴿:٢٨٣﴾  
Artinya: ‚Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para 
saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.‛ (QS. Al-Baqarah ayat: 283).33 
 
 Syaikh Muhammad Ali As Sayid berpendapat bahwa ayat Al-
Qur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian 
bila seseorang hendak melakukan transaksi hutang-piutang yang 
memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan 
sebuah barang kepada orang yang berpiutang.    
b. Berdasarkan Hadist 
                                                             
33Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 
49. 



































Ulama menyempurnakan dan memperbolehkan rahn dengan sabda 
Rasulullah saw  dariBukhari dan muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a., 
ia berkata: 
 ٍديِد َ ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو  ٍ ََأ  َِإ يٍّيِدوُه َي ْنِم اًماَع َ  َر َتْشا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّل َ َّ َِّنلا ََّنأ 
Artinya:“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli 
bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan 
beliau menggadaikan baju besinya.‛ (H.R Bukhari)34 
 
 Pada hadist diatas dijabarkan kebolehan tentang gadai, 
sebagaimana dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa 
menggadaikan barang boleh hukumnya baik dalam hadlar (kampung) 
maupun dalam safar (perjalanan) dan hukum ini disepakati oleh umum 
mujtahid, dari perbuatan Nabi ini dapat dikatakan bahwa kita boleh 
bermuamalah dengan orang yahudi. Dan dalam hadist ini menyatakan 
bahwa kita boleh menggadaikan barang walaupun kita berada dikampung 






 ٍ ِلاَم ِنْب  ِْعَك ِنِْبا ِنَعَو , ِهِيَبأ ْنَع ;(  َرَج َ ملسو هيلع للها ىل  ِهَّلَلا َلوُسَر ََّنأ
 ُهَلاَم ٍااَعُم ىَلَع , ِهْيَلَع َناَك ٍنْيَد فِ ُهَعَابَو)    ِ ُْقَرا َّدَلا ُااَوَر , ُمِكَا َْا ُه ََّ  ََو ,
                                                             
34 Al Imam- Al-H{a>fiz{ Ibnu H{ajar Asqalani>, Fath{ Al- Ba>ri> Syarh{ : Shahih Bukhari, terjemah Amirudin 
(Jakarta: Pustaka Azam, 2010), 50. 
35 TM Hasby Ash-Shiddieqy, Mutiara Hadist (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 345. 







































Artinya: ‚Dari Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu 
bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah 
menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk 
melunasi hutangnya. Riwayat Daruquthni. Hadits shahih 
menurut Hakim dan mursal menurut tarjih Abu Dawud‛ 36 
 
Dalam hadist ini menceritakan tentang Muadz bin Jabal yang merupakan pemuda 
dermawan, ia terbiasa tidak bisa menahan sesuatu dan selalu berhutang 
hingga menghabiskan semua hartanya. Lalu ia datang kepada Nabi agar 
beliau mau berbicara dengan penagihnya. Karena utang Muadz yang 
banyak maka Nabi menjualkan hartanya kepada mereka sehingga Muadz 
bangun tanpa sesuatu apapun. Berdasarkan hajr terhadap harta Muadz 
maka menjadi dasar diperbolehkannya menghajr setiap orang yang 
berhutang, demikian pula diperbolehkan oleh hakim menjual harta orang 
yang berhutang untuk melunasi utangnya tanpa dibedakan antara orang 





c. Ijma’ Ulama  
                                                             
36 Pustaka Al-Hidayah, dalam https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/.Html, 
diakses pada 12 April 2019. 
37 Imam Syaukani, Shahih- Dha’if Nailul Authar, terjemah Muhammad Hambal Shafwan (Jakarta: 
Pustaka Azam, 2010), 289.  



































 Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, hal 
ini dimaksud dari kisah Nabi Muhammad saw yang menggadaikan baju 
besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi.  Para ulama 
juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw ketik beliau 
bertransaksi dari para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa 
hal itu tidak lebih sebagai sikap dari Nabi Muhammad saw yang tidak 
mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti 




3. Proses Eksekusi Rahn Tasji>ly 
      Eksekusi atas jaminan dalam penerapan rahn tasji>ly sesuai dengan 
ketentuan dalam fatwa No. 68 Tahun 1999 baru dapat dilakukan apabila 
telah terjadi (wanprestasi) yaitu ketidak mampuan debitur (ra>hin) untuk 
melunasi utang kepada kreditur (murtahin). Dalam transaksi yang 
menggunkan rahn tasji>ly dengan menggunakan barang bergerak sebagai 
jaminan adalah salah satu bentuk penanggulangan resiko yang 
pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan prinsip-prisip syariah.
39
 
Dalam eksekusi yang menggunakan rahn tasji>ly  yang tertuang 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 364 ayat (1) tentang 
                                                             
38
Wahbah Zuhayli>, Al-Fiqh Al-Isla>mi>wa‘Adillatuhu(Beirut: Dar Al-Fikr, 2002) Juz. VI, Cet. 4, 125. 
39 Gemala Dewi et al.,Hukum Perikatan Islam di Indonesia( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2006), 134. 



































penjualan harta rahn dijabarkan bahwa ‚murtahin harus memperingatkan 
ra>hin untuk segera melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo‛.40 
Sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada 
jangka waktu yang telah ditentukan sebab utang adalah perjanjian yang 
harus ditepati sebagaimana dalam Alquran surah al-Isra:34 
 ِدْهَعْلِاب اوُفْوَأَو ۖ ًلاو ُ َْم َناَك َدْهَعْلا َّنِإ .. 
Artinya : ‚Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.(QS. Al-Isra ayat: 34)41 
 
Setelah melakukan pemberitahuan kepada pihak yang memiliki 
hutang dan apabila terjadi kesusahan dalam pembayaran maka sebagai umat 
muslim dianjurkan untuk menangguhkan pembayaran bagi orang yang 
kesusahan dalam pembayaran. Dalam alquran surah al-Baqarah diterangkan: 
 ٍَةر َْيَم ٰ َِإ ٌَةرِظَن َف ٍَةر ُْع وُا َناَك ْنِإَو ۚ ْمُكَل ٌر ْ ي َ اوُق َّدَصَت َْنأَو  ۖ َنوُمَلْع َت ْمُتْنُك ْنِإ  
Artinya:     ‚Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280)42 
                                                             
40 KHES (Kompilasi Hukum Eknomi Syariah) Pasal 346 ayat(1) 
41
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 
285. 
42Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 
47. 



































Setelah pemberian kelonggaran atau jangka waktu untuk pelunasan 
tersebut sudah dilakukan sedangkan debitur tetap tidak dapat melakukan 
pelunasan, maka murtahin dapat meminta ganti rugi pada murtahin.  
Proses penyitaan baru dapat dilakukana apabila telah melakukan 
beberapa tahap seperti pemberitahuan dan pemberian kelonggaran, 
penyitaan adalah salah satu solusi bagi murtahin untuk mendapatkan 
haknya. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh murtahinsendiri sesuai dengan 
kesepakatan diawal.
43
 Apabila telah jatuh tempo dan murtahin teah 
mengingatkan ra>hin untuk melunasi hutangnya, sedangkan ra>hintetap tidak 
dapat melunasi hutangnya maka marhu>n dapat dijual secara paksa atau 
dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
44
 
Murtahin sebagai pihak yang menyita tidak secara otomatis 
memiliki barang jaminan, dalam kaitannya dengan rahn tasji>ly. Pemindahan 
atas barang jaminan baru dapat dilakukan apabila dalam akad telah 
disepakati apabila terjadi wanprestasi, atau ketidak mampuan dalam 
pembayaran maka barang jaminan dapat dipindahtangankan dengan jalan 
disita dan apabila penyitaan telah dilakukan maka hak kepemilikan yang 
dijaminkan oleh ra>hin sepenuhya menjadi milik murtahin. 
 
4. Manfaat Rahn Tasji>ly 
                                                             
43 Hendi Suhendi, Eksekusi dalam Pandangan Islam  (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 81. 
44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 364 Ayat (2). 



































 Rahn tasji>ly akan memberikan beberapa manfaat bagi lembaga 
keuangan dananggota diantaranya:
 
a. Menjaga kemungkinan anggota untuk lalai atau bermain-main dengan 
fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan. 
b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito 
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika anggota peminjam 
ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh 





                                                             
45
Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 155. 


































PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI ATAS JAMINAN FIDUSIA DI UJKS 
JABAL RAHMAH  
 
A. Deskripsi Umum UJKS Jabal Rahmah 
1. Sejarah UJKS Jabal Rahmah 
UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) Jabal Rahmah adalah salah 
satu unit koperasi syariah yang menjalankan tugas pokok dalam hal 
pemberian pembiayaan ataupun permodalan bagi anggota, pertama kali 
berdiri pada Juni 2011 bertempat di Buduran Sidoarjo.  
Dalam usaha mengembangkan perokonomian masyarakat serta 
anggota, UJKS Jabal Rahmah mengambil peran membantu kegiatan 
ekonomi dengan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan, hingga 
akhirnya dapat berdiri sebagai sebuah badan hukum resmi dengan adanya 
surat keputusan nomor: 97/BH/XVI.24/510/VI/2011. 
Pada awalnya operasional UJKS Jabal Rahmah berjalan lancar, 
hingga pada tahun 2012 karena adanya perselisihan di dalam kepengurusan 
UJKS sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan semua 
kegiatan yang dilakukan harus terhenti. 
 Pada pertengahan  Tahun 2014 salah satu pengurus yaitu Bapak 
Muahammad Zaky yang saat ini menjabat sebagai manager berinisiasi 
untuk menghidupkan lagi operasional UJKS dengan menggandeng 
kembali 



































para pengurus dan mulai memperbaiki kesalahan lampau, mulai 
dari sistem sampai keanggotaan dan pada Desember 2014 operasional 
UJKS berjalan kembali. 
Hingga saat ini operasiona UJKS Jabal Rahmah telah berjalan 
dengan lancar, dengan pengelolaan yang lebih profesional dan 
kepengurusan yang lebih baik, dengan berjalannya kembali operasional 
serta semakin membaiknya kegiatan pembiayaan dalam penghimpunan 
ataupun penyaluran dana membuat UJKS berjalan lancar dan saat ini 
kegiatan dilakukan di dua lokasi baru yaitu Jalan Melati No.12 Waru 




2. Jenis Pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah 
Adapun untuk setoran pembiayaan (financing), Unit Jasa Keuangan 
Syariah pada Koperasi Serba Usaha Jabal Rahmah mempunyai produk 
lending untuk para anggota, diantaranya adalah sebagai berikut:  
a. Pembiayaan Mura>bahah 
   Pembiayaan ini dipergunakan untuk pembelian barang pada 
harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai dengan kesepakatan akad 
jual beli (Mura>bahah). Pembayaran dilakukan secara angsuran/ cicilan tiap 
                                                             
1 UJKS Jabal Rahmah, Company profile KSU UJKS Jabal Rahmah: (UJKS-KSU, t.t), 1. 



































bulan. Jangka waktu maksimal adalah 24 bulan. Maksimal plafond 
pembiayaan sampai dengan Rp 25.000.000,-. 
b. Pembiayaan Musyarokah 
Pembiayaan yang diberikan sebagai modal kerja sama usaha 
dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi 
hasil). Pembiayaan ini hanya diberikan kepada pengusaha yang telah 
professional. 
 
3. Syarat-Syarat dalam Pengajuan Pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah2 
 Mengisi formulir permohonan dilampiri dengan: 
a. Foto copy KTP diri dan suami/ istri     (3 lembar) 
b. Foto copy KK                  (2 lembar) 
c.  Foto copy buku nikah                 (2 lembar) 
d. Foto copy jaminan BPKB    
e.  Jaminan BPKB 
f.  Foto copy BPKB       (2 lembar) 
g.  Foto copy STNK        (2 lembar) 
h. Cek fisik kendaraan 
i. Pas foto suami istri terbaru 
 
                                                             
2 Brosur UJKS Jabal Rahmah. 



































4. Alur Pengajuan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di UJKS Jabal 
Rahmah 
 Pengajuan pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah dilakukan dengan 
prosedur yang sudah diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga 
dalam alurnya  bisa saja tidak sesuai dikarenakan kebutuhan berupa 
efisiensi waktu.  Namun secara umum pengajuan pembiayaan di UJKS 
Jabal Rahmah, ialah: 
a. Calon anggota datang membawa persyaratan yang telah ditentukan, 
kemudian teller akan memeriksa kelengkapan dokumen yang 
dibutuhkan. 
b. Calon anggota akan diberikan formulir berisi pendaftaran keanggotaan 
dan juga formulir serta tabel angsuran pembiayaan  untuk kemudian 
memilih pembiayaan yang diinginkan. 
c. Apabila telah memilih jumlah pembiayaan yang diinginkan selanjutnya 
akan mengisi pendaftaran pembiayaan, surat kuasa pemberian jaminan 
fidusia, surat penyerahan hak milik atas barang jaminan, surat kuasa 
untuk menjual agunan. 
d. Apabila semua persyaratan dokumen telah selesai maka pihak UJKS 
akan meminta calon anggota untuk menyerahkan BPKB (Bukti 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor) untuk ditahan selama proses 



































pembiayaan belangsung dan akan dikembalikan pada saat semua 
prestasi telah dilakukan. 
e. Selanjutnya account officer  akan menghitung angsuran yang akan 
dibayar oleh calon anggota setiap bulannya, sesuai dengan platform 
pengajuan pembiayaan.  
f. Kemudian dilakukan penentuan tanggal serta tenggang waktu 
pembayaran angsuran.  
g.  Dokumen anggota akan diproses lebih lanjut oleh manajer untuk 
kemudian dicairkan.  
 
5. Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di UJKS Jabal Rahmah  
Salah satu persyaratan dalam mengajukan pembiayaan di UJKS 
Jabal Rahmah adalah adanya objek yang harus dijaminkan, berdasarkan 
wawancara dengan kepala operasional bahwa dalam memberikan 
pembiayaan pihaknya hanya menerima jaminan berupa kendaraan 
bermotor yang akan diikat dalam perjanjian tambahan yaitu fidusia hal ini 
untuk memberikan kepastian  kepada pihak UJKS apabila debitur 
melakukan cedera janji (wanprestasi) maka pihaknya dapat melakukan 
eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang dijaminkan sesuai 
kesepakatan perjanjian. 



































Setelah calon anggota menyerahkan bukti kepemilikan objek 
jaminan, selanjutnya akan dilakukan penafsiran terhadap nilai objek dan 
jumlah pembiayaan yang dapat diajukan dengan nilai maksimal 
Rp25.000.000,-. 
Menurut penuturan yang disampaikan, hingga saat ini  pihaknya 
memang menggunakan pengikatan objek jaminan menggunakan perjanjian 
fidusia, akan tetapi dalam kenyataanya proses perjanjian jaminan hanya 
berpegang pada klausul perjanjian di bawah tangan tanpa melakukan 
pendaftaran jaminan ke kantor fidusia,  hal ini didasarkan pada keinginan 
untuk melakukan proses dengan cepat. 
3
 
 Pada saat mengajukan pembiayaan setiap calon anggota akan 
diminta melengkapi persyaratan dan menandatangani perjanjian yang 
berisi klausul pasal, adapun isi perjanjian terkait dengan jaminan fidusia di 
UJKS Jabal Rahmah  memuat tentang: 
a. Kepala surat yang bertuliskan: surat kuasa penyerahan hak milik atas  
kepercayaan (fidusia)  dan penjualan agunan 
b. Nomor surat  
c. Klausul Pasal dalam perjanjian: 
1) Pasal 1: Pihak pertama setuju untuk menyerahkan hak milik atas 
kepercayaan selanjutnya disebut fidusia, kepada pihak kedua 
                                                             
3 Maya Septi, Wawancara, Sidoarjo, 22 November 2019. 



































sebagaimana pihak kedua setuju untuk menerima penyerahan 
tersebut dari pihak pertama jaminan atas pinjaman tersebut di atas 
dan atau perubahan tambahannya yang berupa barang sebagaimana 
daftar terlampir dan ditandatangani oleh pihak pertama dan 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan 
perjanjian ini. 
2) Pasal 2: Barang yang telah diserahkan hak miliknya kepada pihak 
kedua secara fidusia tersebut dan yang diterima oleh pihak kedua 
sejak saat ditandatanganinya perjanjian ini menjadi milik pihak 
kedua oleh karena itu pihak kedua berhak sepenuhnya atas barang-
barang yang dimaksud tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. 
selanjutnya pada saat yang sama barang tersebut diserahkan 
kembali oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan telah diterima 
dengan baik oleh pihak pertama untuk dipinjam pakai. 
3) Pasal 3: pihak pertama berkewajiban untuk: 
a) Menyerahkan kepada pihak kedua semua surat bukti 
kepemilikan atau surat-surat lain atas barang yang dimaksud. 
b) Memelihara barang tersebut sebaik baiknya dan memperbaiki 
semua kerusakan dengan biaya sendiri. 



































c) Mengganti dengan barang yang sama atau sekurang-kurangnya 
sama nilainya apabila barang yang dimaksud rusak atau tidak 
dapat lagi dipergunakan sama sekali. 
d) Memperlihatkan barang tersebut apabila pihak kedua atau 
kuasanya akan melihatnya. 
e) Menjamin bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan 
tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu 
pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, 
bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa. 
f) Apabila pihak pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang 
tersebut kepada pihak kedua atas biaya sendiri dan tanpa syarat 
segera dan seketika setelah ada permintaan dari pihak kedua 
secara tertulis. 
g) Bilamana pihak pertama tidak menyerahkan barang tersebut 
kepada pihak kedua sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 di 
atas, maka pihak kedua dapat dan bilamana perlu dengan 
bantuan alat Negara mengambil sendiri barang tersebut 
dimanapun barang tersebut berada. 
4) Pasal 4: Pihak kedua diberikan hak dan diizinkan oleh pihak 
pertama setiap waktu untuk memasuki halaman dan bangunan 



































dimana barang-barang tersebut ditempatkan untuk memeriksa 
keadaan barang, serta memberikan peringatan kepada pihak 
pertama apabila pihak pertama tidak melakukan pemeliharaan dan 
perawatan atas barang yang dimaksud. 
5) Pasal 5: Apabila diperlukan, pihak kedua dapat memberikan tanda 
label pada barang tersebut sebagai jaminanan kepada pihak kedua 
selama hutang pihak pertama belum lunas oleh pihak pertama, 
maka pihak pertama dilarang untuk melepaskan atau merusak label 
tersebut. Apabila pihak tertama tidak bisa melunasi hutangnya 
kepada pihak kedua, maka pihak pertama wajib menyerahkan 
barang barang barang yang dipinjamkannya dan jika pihak pertama 
tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak kedua berhak 
untuk mengambil sendiri barang dimanapun barang itu berada dan 
bilamana perlu dengan meminta bantuan alat Negara dan segala 
biaya yang diperlukan untuk itu seluruhnya harus ditanggung oleh 
pihak pertama. 
6) Pasal 6: Pihak pertama dengan ini memberikan kuasa kepada pihak 
kedua untuk mengambil dan menjual barang dimaksud baik secara 
di bawah tangan maupun dimuka umum dan untuk mengambil 
pelunasannya atas pinjaman hak pertama, kuasa mana tidak dapat 



































dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam 
pasal 1813 KUH Perdata  
7) Pasal 7: Apabila setelah perhitungan hasil penjualan barang 
jaminan tersebut dalam Pasal (6) ternyata terdapat kelebihan maka 
kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pihak pertama tetapi 
jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus 
dibayar oleh pihak pertama. 
8) Pasal 8: Biaya materai dan biaya-biaya yang timbul sebagaimana 
akibat dari perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak 
pertama dan dapat diperhitungkan dengan rekening pihak pertama 
yang ada di pihak kedua. 
9) Pasal 9: Tentang perjanjian ini dan segala  akibat hukumnya serta 
pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan 
hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Kota Surabaya dengan tidak mengurangi hak 
dan wewenang pihak kedua untuk menganut pelaksanaan eksekusi 
atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak pertama 
berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-
pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik 
Indonesia. 
10) Pasal 10:  



































a) Kuasa-kuasa yang diberikan pihak pertama kepada pihak 
kedua dalam perjanjian ini diberikan hak subtitusi dan tidak 
dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang-
undang yang megakhiri pemberian kuasa sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata maupun sebab-
sebab apapun, dan kuasa tersebut merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa adanya 
kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat. 
b) Segala Sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini 
yang oleh pihak kedua diatur dalam surat menyurat dan kertas-
kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
perjanjian ini.  
c) Surat resi yang diberikan oleh kantor Pos dan resi-resi 
ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan 
kertas lain sebagaimana tersebut dalam ayat 2 berlaku sebagai 
tanda bukti bahwa segala pemeritahuan yang dikeluarkan oleh 
pihak kedua sudah berlaku sebagaimana mestinya. 
d) Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh 
kedua belah pihak.  
e) Tanda tangan kedua belah pihak dan matrai. 
 






































B. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia di UJKS Jabal Rajmah 
 Proses eksekusi atas barang jaminan di UJKS Jabal Rahmah 
dilakukan dalam beberapa tahapan, Ibu Maya Septi selaku Kepala 
Operasional mengungkapkan bahwasanya proses eksekusi akan dilakukan 
pada anggota yang mengalami macet dalam pembayaran tetapi pada 
prinsipnya dalam proses ini akan tetap mengutamakan penyelesaian masalah 
dengan jalan kekeluargaan terlebih dahulu sehingga meminimalkan kerugian 
bagi kedua belah pihak, adapun tahapan eksekusi yang dilaksanakan adalah: 
1. Teller terlebih dahulu akan memeriksa data anggota UJKS yang terlambat 
melakukan pembayaran dari kurun waktu dua hari batas pembayaran 
angsuran yang telah ditetapkan. 
2. Pihak UJKS dalam hal ini Kepala Operasional akan menghubungi anggota 
untuk mengetahui alasan keterlambatan pembayaran angsuran untuk 
kemudian diingatkan dan diberikan waktu pembayaran paling lambat 3 
hari setelah pemberitahuan melalui telfon dilakukan. 
3. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan 
pelunasan angsuran maka pihak account officer akan mendatangi rumah 
milik anggota untuk memberikan peringatan secara lisan dan juga 



































membicarakan tenggang waktu yang akan diberikan pihak UJKS yang 
disesuaikan dengan keadaan dan alasan dari anggota yang belum dapat 
melakukan pelunasan angsuran.  
4. Apabila belum ada itikad baik untuk melakukan pelunasan maka pihak 
UJKS akan memberikan teguran tertulis dan memberikan tenggang waktu 
selama 1 bulan sesuai dengan klausul perjanjian pembiayaan. 
5. Setelah melakukan pembicaraan dengan anggota, memberikan teguran 
hingga pemberian tenggang waktu pembayaran namun pelunasan tetap 
belum dilaksanakan, maka akan dikeluarkan surat penarikan jaminan dan 
dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan berupa kendaraan bermotor 
milik anggota. 
6. Proses eksekusi akan dilakukan oleh acoount officer yang terdiri dari 2 
hingga 3 orang untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan 
seperti perbuatan kasar atau penolakan dari anggota yang jaminannya 
akan di eksekusi. 
7. Proes eksekusi pada objek jaminan dilakukan dengan cara mendatangi 
tempat jaminan itu berada, selanjutnya account officer akan memberikan 
salinan surat penarikan jaminan kepada anggota yang melakukan 
wanprestasi untuk kemudian membawa kendaraan bermotor yang 
dimaksudkan ketempat penitipan sementara sebelum akhirnya akan 
dilakukan penjualan di bawah tangan. 



































8. Barang jaminan yang telah dieksekusi akan ditempatkan sementara di 
UJKS, selanjutnya sesuai dengan klausul perjanjian maka akan dilakukan 
penjualan yang mana pihak UJKS yang melakukan penawaran terhadap 
calon pembeli. 
9. Apabila barang jaminan telah terjual makan hasil yang didapatkan akan 
digunakan untuk melunasi sisa angsuran pembayaran yang belum 
diselesaikan, apabila terdapat kekuarangan terhadap utang maka anggota 
yang melakukan wanprestasi tetap harus melakukan pelunasan sedangkan 
apabila terdapat sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada 
anggota sebagai pemilik jaminan.
4
 
          Dalam Kurun waktu 2018 hingga 2019 pihak UJKS telah melakukan 
penarikan barang jaminan fidusia milik anggota yang melakukan 
wanprestasi, adapun rinciannya ialah: 
3.1 Data Barang Jaminan yang Telah di Eksekusi 
No Nama Anggota Data Barang Jaminan Jumlah tunggakan 
1 Nur Khamimah  Sepeda Motor Honda 
type K1H02N114LO 
A/T 
No. pol W 5971 OK 
Rp. 4.068.000 
2 Linda Sepeda Motor Yamaha Rp. 4.335.000 
                                                             
4 Ahmad Muzakki, Wawancara, Sidoarjo, 12 November  2019.  



































Murtiningsih  type 2BJ 
No.pol L 5387 KR 
3 Widiastutik Sepeda Motor Yamaha  
type 28 D  
No.Pol L 5370 H 
Rp. 2.900.000 
4 Riki Sugiarto Sepeda Motor Yamaha 
type 5D9 Vega ZR 




Sepeda Motor  Honda 
type 1PA 
No.Pol W 3523 SJ 
 
Rp. 1.940.000 
6 Agus Rokhmat  Sepeda Motor Yamaha  
Type 2PA 
No. Pol W 3706 QN 
Rp.3.384.000 
 
     Dalam setiap proses eksekusi, pihak UJKS Jabal Rahmah 
memberikan jangka waktu terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, 
dalam teguran pertama apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 
maka akan diberikan sampai dengan batas waktu 2 hari untuk kemudian 
dilakukan teguran pertama melalui telfon. Setelah melakukan sambungan 



































telfon dan dilakukan pemberitahuan keterlambatan namun belum juga 
mendapat respon maka timaccount officer akan datang menemui anggota 
menanyakan permasalah angsuran yang belum dibayar. 
Dalam proses inilah akan dilakukan pendekatan kekeluargaan untuk 
mengetahui lebih jauh alasan tidak terbayarkannya angsuran. Dari hasil 
wawancara dengan salah satu anggota yang barang jaminannya telah 
dieksekusi yaitu Ibu Nur Kamimah, mengutarakan bahwa ia mendapat teguran 
lisan dari pihak UJKS karena belum bisa membayar angsuran dengan 
keterlambata selama 1 minggu dengan total Rp 4.068.000,- setelah itu ia 
didatangi oleh account officer  di rumahnya  yang berada di Bungurasih Timur 
No.100 untuk menanyakan prihal tunggakan yang dialami. 
Setelah mengutarakan masalah yang dihadapi yaitu kesulitan ekonomi 
yang terjadi Ibu Kamimah kemudian meminta keringanan jangka waktu 
pembayaran, dan oleh pihak UJKS diberikan waktu satu bulan yaitu 28 
Desember 2018 untuk melunasi sisa pembayaran. Akan tetapi karena belum 
mampu melakukan pembayaran maka pihak UJKS akhirnya memberikan surat 
penarikan barang jaminan dengan Nomor  polisi W 5971 OK milik Ibu Nur 
Kamimah dan proses eksekusipun dilakukan. 
Ibu kamimah kemudian mengungkapkan proses pengajuan pembiayaan 
dan eksekusi yang dialaminya: 



































1. Pada Januari 2018 Ibu Nur Khamimah mengajukan pembiayaan kepada 
pihak UJKS Jabal Rahmah untuk modal warung nasi yang dimilikinya  
2. Setelah membawa semua persyaratan Ibu Nur Khamimah kemudia 
mendaftar dan mengajukan plafond  pembiayaan senilaiRp.20.000.000 
3. Dalam pengajuna ini pihak UJKS memberikan jangka waktu pelunasan 
selama 18 bulan dengan jenis akad murabahah,  dan dengan margin 40.5 % 
4. Kemudia  dilakukan penentuan biayan angsuran yang harus dibayar dan 
jangka waktu pelunasan  
5. Pada bulan Oktober 2018 karena masalah ekonomi Ibu Nur Khamimah 
mengalami macet pembayaran hingga keterlambatan 1 minggu dari batas 
waktu angsuran 
6. Pihak UJKS kemudian menelfon untuk mengetahui alasan keterlambatan 
pembayaran, setelahnya diberikan waktu 2 hari untuk membayar angsuran  
7. Setelah tidak dilakukan pembayaran, pihak UJKS dalam hal ini Bapak 
Ainur Rofiq kemudian mendatangi kediaman Ibu Nur Khamimah untuk 
memberikan teguran lisan  
8. Namun karena Ibu Nur Khamimah tetap tidak dapat melaukan pembayaran 
maka pihak UJKS memberikan surat penarikan jaminan dengan batas waktu 
pelunasan 1 bulan setelahnya yaitu tanggal 28 Desember 2018  
9. Karena tidak ada pelaksanaan pembayaran dan juga telah diberikannya 
penambahan jangka waktu maka pihak UJKS memutuskan melaksanakan 



































eksekusi dengan cara mengambil barang jaminan milik Ibu Nur Khamimah, 
proses eksekusi ini melibatkan 2 orang account officer yang datang 
kemudian memeriksa barang jaminan tersebut untuk selanjutnya dibawa ke 
UJKS Jabal Rahmah untuk ditempatkan sementara. Barang jaminan yang 
telah disita akan dijual dan ditawarkan kepada calon pembeli untuk 
mendapatkan sisa piutang dan jika terdapat sisa akan dikembalikan. 
Ibu Nur Kamimah mengaku bahwa dalam pembuatan perjanjian ia 
tidak sepenuhnya memahami isi dari setiap klausul yang ada dengan terperinci, 
dalam pembuatan perjanjian ia hanya mengikuti prosedur yang ada. Walaupun 
begitu ia sadar akan konsekuensi dari penjaminan kendaraan yang dilakukan 
yaitu adanya eksekusi apabila melakukan cedera janji.5 
Selama melaksanakan proses eksekusi pihak UJKS Jabal Rahmah 
mengaku memang banyak mengalami kendala, seperti anggota yang tidak 
koperatif dan penghilangan barang jaminan yang terjadi serta keterlibatan  
pihak ketiga. Hingga saat ini telah terjadi beberapa penghilangan terhadap 
barang jaminan milik anggota yang harusnya dieksekusi. 
Lebih lanjut, untuk menghadapi hal tersebut pihak UJKS hanya 
menggunakan jalan kekeluargaan dengan rutin melakukan komunikasi 
terhadap pihak yang terkait dengan perjanjian, selama ini pula pihak UJKS 
                                                             
5 Nur Kamimah, Wawancara, Sidoarjo, 26 Februari  2019. 



































tidak pernah melakukan kordinasi ataupun pelaporan terhadap hilangnya objek 
jaminan kepada pihak kepolisian. 
 Bapak Ainur Rofiq selaku account officer  menyampaikan proses 
eksekusi selama ini dilakukan apabila memang tidak ada jalan keluar lain dan 
telah melalui beberapa tahapan, terkadang memang diakui proses eksekusi 
harus dilakukan  secara paksa dan tidak jarang pengambilan jaminan dilakukan 
saat kendaraan sedang digunakan terlebih bagi anggota yang dirasa tidak 






                                                             
6 Ainur Rofiq, Wawancara, Sidoarjo, 26 Februari 2019. 



































ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DI UJKS 
JABAL RAHMAH 
 
A. Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia\ di UJKS Jabal Rahmah  
Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap pelaksanaan 
parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah dalam perspektif 
undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Fatwa DSN 
MUI No.68 Agar diketahui apakah parate eksekusi yang dilakukan sudah 
sesuai dengan ketentuan  dalam undang-undang dan fatwa sebagai dasar 
acuan.  
Proses eksekusi menjadi sebuah jalan yang lumrah dilakukan bagi 
kreditur untuk mendapatkan piutang yang dimilikinya dari debitur, termasuk 
bagi UJKS Jabal Rahmah yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi 
anggotanya. 
Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan akan diikat dengan 
perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia, seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya bahwa dengan dilaksanakannya perjanjian dengan jaminan maka 
akan menimbulkan konsekuensi penarikan jaminan apabila terjadi cedera 
janji. Namun pihak UJKS hanya melakukan perjanjian dibawah tangan tanpa 
melakukan pendaftaran dengan alasan praktis dan tidak memerlukan waktu 
yang lama. 



































Apabila terjadi indikasi anggota melakukan cedera janji akan 
dilakukan beberapa tahapan penyelesaian sebelum akhirnya melakukan 
eksekusi. sesuaiamanat undang-undang setiap pihak yang mengikatkan 
perjanjian fidusia dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri. Dilihat 
dari proses yang dilakukan oleh pihak UJKS Jabal Rahmah terkait 
pelaksanaan parate eksekusi ialah, melakukan pengikatan perjanjian 
tambahan yaitu fidusia, melampirkan surat kuasa penjualan agunan dan 
perjanjian penjualan, tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia dan 
eksekusi yang dilakukan dalam beberapa tahapan. 
 
B. Analisis Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Perspektif Undang-Undang No. 
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN No. 68 DSN-
MUI/III.2008 tentang Rahn Tasji>ly 
 
1. Perspektif  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
a. Objek Jaminan di UJKS Jabal Rahmah  
                           Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 42 Tahun 
1999 tentang jaminan fidusia maka yang dapat dijadikan objek jaminan 
dalam perjanjian fidusia adalah ‚…segala sesuatu yang dapat dimiliki 
dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang 
terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak 
dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan  atau hipotek‛. UJKS 
Jabal Rahmah selama ini menggunakan kendaraan bermotor sebagai 
jaminan dalam pembiayaan. 



































              Pada penerapan pembiayaan dengan jaminan kendaraan 
bermotor UJKS Jabal Rahmah mensyaratkan adanya penyerahan BPKB 
(Bukti Pemilik Kendaraa Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor 
Kendaraan) atas kendaraan bagi anggota yang akan mengajukan 
pembiayaan. 
               Bukti kepemilikan yang diserahkan berada dalam kekuasaan 
UJKS Jabal Rahmah selama perjanjian masih dilaksanakan dan bukti 
kepemilikan akan diserahkan kembali apabila debitur telah melunasi 
pembiayaan yang diberikan. Pengambilan bukti kepemilikan tanpa 
diikuti penguasaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang 
berbunyi ‚…dengan ketentuan benda yang dialihkan hak 
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda‛ 
sebagai dasar pelaksanaan perjanjian fidusia.  
 
b. Tidak Dilaksanakannya Pendaftaran Barang Jaminan  
   Pendaftaran terhadap barang jaminan fidusia adalah sesuatu 
yang tidak dapat dikesampingkan bagi lembaga pembiayaan yang 
melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia, namun dalam 
pelaksanaannya proses pendaftaran ini banyak dikesampingkan oleh 
lembaga keuangan karena dianggap rumit dan membutuhkan waktu yang 
lama.  



































UJKS Jabal rahmah dalam parktiknya tidak melakukan 
pendaftaran terhadap barang jaminan fidusia dan hanya menggunakan 
perjanjian di bawah tangan. Dalam Pasal 11 Ayat 1 undang-undang 
tentang jaminan fidusia di jelaskan bahwa ‚benda yang dibebani dengan 
jaminan fidusia wajib di daftarkan. Setelah melalui proses pendaftaran 
maka akan terbit sertifikat fidusia yang di dalamnya dicantumkan 
‚DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA‛ Sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (1).  
Mengutip pendapat J.Satrio ‚apabila debitur cedera janji dan 
perjanjian fidusia tidak didaftarkan maka secara normatif kreditur tidak 
sah menggunkan parate eksekusi‛. Tindakan UJKS Jabal Rahmah yang 
tidak melakukan pendaftaran tentu dapat dikatakan tidak sesuai dengan 
ketentuan undang-undang pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 
Jaminan Fidusia, dengan tidak melakukan pendaftaran maka hak untuk 
melaksanakan parate eksekusi akan hilang 
 Pendaftaran barang jaminan memanglah sesuatu yang sering 
disepelekan oleh pihak kreditur ataupun lembaga pembiayaan, padahal 
kewajiban tersebut berdampak pada perlindungan hukum yang akan 
diterima kedua belah pihak. 



































Akibat hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran atas jaminan 
fidusia dalam perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah 
tidak sahnya kewenangan melakukan parate eksekusi.  
c. Proses eksekusi barang jaminan di UJKS Jabal Rahmah  
 Menurut undang-undang proses ekskusi atas perjanjian dengan 
jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur langsung kepada debitur 
yang wanprestasi. Dalam Pasal 29 Ayat (1) terdapat dua cara yaitu 
dengan lelang dan penjualan di bawah tangan.  
Pada dasarnya dengan tidak didaftaraknnya perjanjian fidusia 
maka kewenangan parate eksekusi yang diberikan Undang-Undang 
No.42 Tahun 1999 akan hilang, namun selama ini pihak UJKS 
menggunakan perjanjian pembiayaan dengan kontrak baku dengan 
klausul pasal yang telah ditentukan dan juga adanya surat kuasa 
penjualan barang jaminan. Pada klausul perjanjian Pasal 6 sudah 
dituliskan bahwa ‚apabila terjadi wanprestasi maka pihaknya dalam hal 
ini dapat mengambil barang jaminan milik anggota.‛ 
Penggunaan klausul baku pada perjanjian pembiayaan secara 
hukum diakui sah karena tidak ada unsur pemaksaan dan calon anggota 
yang membuat perjanjian dan sesuai dengan ketentuan Pasan 1320 
KHUPerdata. Sehingga dapat dikatakan proses eksekusi yang dilakukan 
selama ini adalah berdasarkan perjanjian di bawah tangan antara kedua 



































belah pihak dan bukan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang 
No.42 Tahun 1999. 
Dampak dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia yang paling 
nyata ialah tidak adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, 
pendaftaran yang dilakukan pada dasarnya adalah upaya hukum 
preventif untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak. Apabila 
debitur melakukan tindakan seperti penghilangan barang atau upaya 
perlawanan apabila perjanjian itu didaftarkan maka kreditur dapat 
meminta bantuan pengawalan eksekusi oleh pihak kepolisian sesuai 
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 8 
Tahun 2011, namun yang menjadi syarat perbantuan dalam eksekusi ini 
ialah melampirkan sertifikat fidusia. 
Hingga saat ini pihak UJKS memiliki beberapa masalah terkait 
eksekusi seperti dihilangkannya objek jaminan hingga objek jaminan 
yang berada ditangan pihak ketiga sehingga mengalami kesulitan untuk 
melaksanakan eksekusi. hal tersebut adalah konsekuensi terhadap 
perjanjian yang tidak melalui proses pendaftaran secara resmi.  
Secara keseluruhan dapat dikatakan proses eksekusi yang 
dilakukan oleh pihak UJKS  hanya berdasarkan klausul perjanjian 
dibawah tangan, sedangkan apabila dilihat dari perspektif Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 pelaksanaan perjanjian dengan jaminan 



































fidusia dan kewenangan parate eksekusi yang dilakukan belum 
memenuhi ketentuan , karena wewenang yang sah baru akan timbul 
apabila telah didaftarkannya jaminan fidusia. 
 
2.  Perspektif Fatwa  No. 68 DSN MUI/III/2008 tentang Rahn Tasji>ly 
     Berdasarkan fatwa No. 68 tentang rahn tasji>ly  sebuah lembaga 
pembiayaan dapat menjadkan sebuah benda sebagai jaminan dalam 
perjanjian dan dalam perjanjian tersebut pihak kreditur sebagai pemberi 
pembiayaan berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang 
jaminan apabila terjadi cedera janji (wanprestasi). Dikarenakan 
keberadaan barang jaminan yang tetap berada dalam kekuasaan pemilik 
maka apabila terjadi wanprestasi pihak kreditur sebagai pemberi 
pembiayaan harus melakukan eksekusi untuk mendapatkan pelunasan atas 
pembiayaan yang diberikan. 
Penggunaan perjanjian dengan rahn tasji>ly diperbolehkan seperti yang 
diketahui dengan beberapa ketentuan. Pihak UJKS dalam hal ini 
melaksanakan perjanjian dengan menggunakan barang jaminan telah 
sesuai ketentuan dalam fatwa yaitu dalam pemberian pembiayaan 
meminta kepada anggota untuk menyerahkan bukti kepemilikan atas 
barang yang dijaminkan, khususnya bagi kendaraan bermotor yaitu berupa 
STNK dan BPKB sedangkan penguasaan terhadap barang jaminan tetap 



































dimiliki oleh anggota, dan apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) parate 
eksekusi atas barang jaminan dilakukan sendiri oleh pihak UJKS ketika 
anggota tidak melakukan pelunasan pada waktu yang telah ditentukan. 
Dalam proses eksekusi dapat dilihat bahwa pihak UJKS Jabal 
Rahmah menerapkan sistem sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam 
seperti pemberian kelonggaran waktu seperti halnya yang dijelaskan 
dalam Alquran, yaitu: 
 ٍَةر َْيَم ٰ َِإ ٌَةرِظَن َف ٍَةر ُْع وُا َناَك ْنِإَو ۚ ْمُكَل ٌر ْ ي َ اوُق َّدَصَت َْنأَو  ۖ َنوُمَلْع َت ْمُتْنُك ْنِإ  
Artinya:     ‚Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280)1 
Penggunaan jalan kekeluargaan sebelum proses eksekusi atas salah 
satu bentuk upaya pihak UJKS untuk memberikan keringanan pada 
debitur, dengan cara pemberian jangka waktu tambahan sehingga hutang 
dapat dilunai dan proses eksekusi tidak perlu dilakukan. 
Dalam pandangan Islam, bagi seseorang yang utang haruslah 
terlebih dahulu menepati janji yang telah dibuat. Sesuai firman Allah: 
 ِدْهَعْلِاب اوُفْوَأَو ۖ ًلاو ُ َْم َناَك َدْهَعْلا َّنِإ .. 
                                                             
1
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2014), 
47. 



































Artinya : ‚ Dan penuhilah janji,sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.(QS. Al-Isra ayat: 34)2 
           Ini merupakan dalil bagi setiap umat muslim yang melaksanakan 
perjanjian, haruslah berusaha untuk memenuhinya terlebih dahulu. Jika 
dilihat berdasarkan poin dan ketentuan dalam fatwa yang merumuskan 
bahwa, eksekusi rahn tasji>ly baru boleh dilakukan apabila telah ada 
kesepakatan dalam akad dan debitur telah terbukti melakukan cedera janji, 
disaat itulah kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi. Maka 
pelaksanaan eksekusi rahn tasji>ly jika dilihat berdsarkan ketentuan fatwa 
No. 68 dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan. 
                                                             
2
Ibid., 285. 





































A. Kesimpulan  
Berdasarkan  hasil pembahasan dan analisis diatas tentang inplementasi 
pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah 
dilakukan terhadap barang jaminan milik anggota yang dianggap 
melakukan cedera janji (wanprestasi) dan pelaksanaannya eksekusi 
dilakukan langsung oleh pihak UJKS dengan beberapa tahap berikut: 
meliputi pemberian somasi (surat peringatan) terhadap anggota yang telah 
melewati batas waktu pelunasan, pemberian tenggang waktu 1 bulan, 
pendekatan kekeluargaan sebelum dilakukan eksekusi, hingga 
pengambilan paksa terhadap barang jaminan. 
2. Dalam perspektif Fatwa DSN No. 68 DSN-MUI/III/2008 tentang rahn 
tasji>ly  atas jaminan fidusia di UJKS Jabal Rahmah telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan dalam fatwa. Adapun terkait dengan parate eksekusi 
dalam persepektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dilakukan tanpa 
adanya pendaftaran jaminan sehingga menghilangkan kewenangan yang 
diberikan Undang-Undang dan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 



































eksekusi yang selama ini dilakukan didasarkan pada perjanjian di bawah 
tangan dengan klausul yang sudah ditentukan. 
B. SARAN  
     Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan dalam bab V, 
maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Hendaknya pihak UJKS Jabal Rahmah dalam melakukan pengikatan 
perjanjian jaminan fidusia juga melakukan pendaftaran secara resmi dan 
tidak hanya berpegang kepada perjanjian dibawah tangan dengan alasan 
praktis dan lebih cepat, karena dengan adanya pendafatarn resmi akan 
memberikan perlindungan hukum yang jelas tidak hanya kepada pihak 
UJKS sendiri namun juga bagi anggota sehingga dapat mengurangi resiko 
dalam hilangnya barang jaminan. 
2. Dalam membuat perjanjian alangkah lebih baik menjelaskan secara 
terperinci mengenai ini dalam klausul perjnjian sehingga anggota yang 
akan  mengikatkan perjanjian memahami akibat hukum dari perjanjian 
yang telah dibuatnya.  
3. Perlunya pengawasan yang lebih menyeluruh oleh lembaga pengawasa 
koperasi terkait dengan kewenangan parate eksekusi yang dimilki pada 
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